BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PUTUSAN
Nomor . Q07/PS8/26 00/VIIV2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah menerima, memerksa
dan memutus Permchonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum,
menjatuhkan Putusan sebagai berikut -

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi lelah

mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum, Permohonan dari .

Nama Gland David Levie
No. KTP/SIM/Paspor 7208010303880001
Alamat JI. Wolter Monginsidi
Tempat, Tanggal Lahir . Palu 03 Maret 1988
Pekerjaan/Jabatan - Wiraswasta

Yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kepada Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai -

Pemohaon

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum atas Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 522/PL.01.1-
BA/T2/VIIIF2018 tentang Berita Acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual perseorangan
calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah, beserta lampiran Model
'BA.FK.REKAP.HP.KPU.PROV—DPD Tanggal 17 Agustus 2018 atas nama calon
Peserta Pemilu anggota DPD Gland David Levie,M.Th.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Jalan Letjen
S. Parman Nomor 58 Palu, Sulawesi Tengah, Kode Pos 94111, Nomor Telepon 0451-
421012, Faximile : 0451-429811. Selanjutnya disebut sebagai -

Termohon

1
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jj"Dengan sural Permohonan yang ditenma di Bagian Hukum dan Hubungan Antar
Lembaga Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Pada Senin, 18 Agustus 2018. Atas

Pemohonan tersebut dilakukan verifikasi formil dan materil Selanjutnya Permohonan
dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Permohonan

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor - 007/PS/26.00/\VI1/2018 pada
tanggal 21 Agustus 2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan pokok-pokok

Permohonan sebagai berikut :

a. Bahwa Berita Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor = 522/PL.01 1-
BA/72/VIIII2018  tentang Berita Acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual
perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah,
beserta lampiran Model BA.FK.REKAP.HP.KPU.PROV-DPD Tanggal 17 Agustus
2018 atas nama calon Peserta Pemilu anggota DPD Gland David Levie,M. Th;

b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon a quo yang dituangkan dalam
rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perseorangan calon peserta Pemilu Anggota
DPD Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan syarat dukungan Bakal Calon
atau Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

c. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa
atas hasil rekapitulasi verifikasi faktual Perseorangan dukungan Bakal Calon DPD
Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Berita Acara
Termohon a quo dikarenakan ditolaknya permohonan Pemohon untuk mermasukan
kembali daftar 31 Orang yang di TMS kan Oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah:;

d. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas Berita Acara Termohon seperti pada

huruf a diatas.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan
Jawaban pada sidang Adjudikasi yang digelar pada tanggal 31 Bulan Agustus Tahun
2018, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum termohon menguraikan jawaban bantahan terhadap pokok-pokok
permasalahan yang dikemukan pemohon dalam permohonannya, maka terlebih
dahulu termohon menguraikan secara kronologis pelaksanaan verifikasi faktual
terhadap syarat dukungan dari Pemohon. Di tahap verfikasi faktual awal yang
dilaksanakan pada tanggal 30 Mel sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 jumlah
dukungan yang memenuhi syarat adalah sebagat berikut .
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Berdasarkan data di atas, hasil venfikast taklual mienuguban jormiah diubkmngesn

pemohon yang memenuhl syaral (M) ditahap varitikae swal adalal sebarnyalk G

(enam ratus delapan puluh enam) orang pendukung  Bordasakan katontum Pasal
32 ayat (8) Peraturan Komial Pamilinan Umum Nomor 14 Tahon 2018 sabagainsis
telah diubah dengan Peraturan Komist Pemilihan Umum Momor 21 Tahun 2018
“Dalam  hat hasil penjumlahan  sampal  yang  dinyatakan  memenuli - sysial
sabagaimana dimaksud pad ayat (2) hurat @ angkia 3 danl selarh kabupatan/lkols
belum memenuhl syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 14, dukungan terhadap perseorangan calon peserla pemily snggola
DPD dinyatakan belum memenuhi syaral.

Bahwa karena di tahap verifikasi faktual awal jumlah dulkungan micimal yang
memenuhi syarat darl pemohon adalah 680 (enam ratus delapan puluh enam)
orang pendukung dan konsekuensinya dukungannya dinyatakan belum mamanuhi
syarat (BMS) maka sesual katentuan Pasal 30 ayat (7) Paraturan Komisi Pamiliban
Umum Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana telah diubih dengan Peraturoen Koamisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018, maka pemohon masih diben kesampatan

melakukan perbaikan syarat dukungan minimal

2 Di tahap parbalkan kedua, jumlah dukungan yang dinarahkan pamohon kepada
KPU  provinsi Sulawesi  Tengah dan  diunggah  datam - Sistam Intofmas
Perseorangan Poserta Pemilu atau SIPPP adalah 1443 (seribu ampat tatus empat
puluh tiga) orang pendukung dan memenuht syarat dalam penalition admmistrasi
(yang terdiri dari panalitian adminaitratif, penalition kegandaan dan panehtian Daflar
Pemilih Tetap (DPT) adalah 1363, DI tahap parbatkan kedua tersebut, parmohon
hanya mengajukan basis dukungan di 2 daerah yaitu kabupatan Donggala dan kot
Palu Dari data hasil panelitinn administras: yang mementht syarat lorseliut
kemudian dilakukan proses verifikasi faktual Satelah dilakukan varfikast faklual

kedua tethadap data syarat dukungan yang diajukan pemonon hasilnys aditiah

“sehagai berkut .
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Berdasarksn data hasil perbaikan dukungan tersebut di atas menunjukan bahwa
dani jumiah 1383 dukungan yang disertakan dalam verifikasi faktogl, hanya

sebanyak 651 (enam ratus lima puluh satu) orang yang dinyatakan memenuh
syarat (MS) dan 702 (tujuh ratus dua orang) yang tidak memenuhi syarat. Ada
peberapa permasalahan yang menyebabkan beberapa pendukung yang sjukon
cleh pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat pada saat verifikasi faktual yaitu

| 7| ALASAN TIDAK MEMENUHI SYARAT

| KABUPATEN | JUMLAH | Tidak | Tidak | Status Pekerjaan
.~ SAMPEL | Mendukung | ditemui | PNS, TNI, POLRI

? Palu ——? _84 _— _35_ SN S— .3. '.‘k._.,;._ e 0 . i

Berdasarkan data hasil verifikasi faktual di atas menunjukan bahwa di kota palu
jumizh total sampel dukungan dari pemohon yang tidak memenuhi syarat adalah 66
(enam puluh enam) sampel pendukung atau dikonversi berdasarkan hasil proyeksi
adzlah jumlahnya sama dengan 66 x 10 = 660 orang pendukung. Dari 68 (enam
puluh enam) sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut disebabkan
karena sebanyak 35 (tiga puluh lima orang) sampel menyatakan tidak memberi
dukungan kepada pemohon, dan sebanyak 31 (tiga puluh satu) sampel yang tidak
dapat ditemui. Terhadap sampel yang tidak ditemui tersebut berdasarkan ketentuan
pasal 34 ayat (9) dan pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2014 dimana pemohon diminta untuk menghadirkan seluruh pendukung
sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang tersebut ditempat yang ditentukan atau jika
tidak dapat menghadirkan maka verifikasi faktual dapat dilakukan melalui sarana
teknologi informasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terhadap sampel yang tidak ditemui
tersebut, Termohon telah meminta kepada Pemohon menghadirkan ke-31 orang
pendukung tersebut atau setidak tidaknya jika tidak dapat menghadirkan di suatu
tempat, Termohon menawarkan kepada pemohon agar bisa berkomunikasi
langsung kepada pendukung melalui koneksi video call, namun sampai akhir jadwal
verifikast faktual tanggal 12 agustus 2018, pemochon tidak dapat menghadirkan
'sampe{ pendukung atau memfasilitasi pelaksanaan video call tersebut. Pada saat
ity memang pe.mtjhon sempat datang di kantor KPU kota Palu membawa rekéman
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m diklaim sebagal suara pernyslasn pendukung sebanyak 31 (tiga pulun sa‘t!})
anq namun termohion setelah meminle pertmbangan anggota panwasiy kota
palu udak dazpal menenma kebengran rekaman tersebut Alasan Termohon
'mer}ciak adalah rekaman suzra tersebut ity tidak bisa dipastikan cengan benar
 apakah hal iy mumi pernyataan pendukung 2lau bukan karena hanya Di dalam
Peraturan Komisi Pemilthan Umum Nomor 14 Tahun 2018 diberikan jzlan terhadap

pendukung tidak ditemui diverifikast melalul sarana teknologi informasi, tapi
syaratnya adalah komunikasi dilakukan dalam jaringan (onling) dan seketika
(realime) dengan menggunakan panggilan video call yang memungkinkan
verifikator dan sampel/pendukung bisa berfatap muka, saling melihat dan berbicara

secara langsung (pasal 36 ayst 3) Namun kenyataznnya oleh pemohon yang
diserahkaan saat itu kepada termohon hanya berupa rekaman video yang tidak bisa
dijamin keasiian suara pendukung dalam rekaman itu

Demikian halnya di kabupaten Donggala, dari 52 (hma puluh dua) jumiah sampel
pendukung, hanya 48 yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan sebanyak 4
(empat) orang dinyatakan tidak memenuhi syarat Permasalghan yang
menyebabkan pendukung pemchon tidesk memenuhi syarat (TMS) adzlah
sebanyak 2 (dus) orang tidak mendukung, dan 1 (satu) crang pendukung tidak
diternul karena saat du lagi di luar daerahdan 1 (satu) crang karena memiliki
pekenaan PNS Dengan demikian dukungan yang diajukan oleh pemohon di dua
daerah tersebu! yakni kotza palu dan kabupaten donggala pada pnnsipnya
Termohon memilivi alasan yang sangat faktual dan valid sehingga sebanysk 70
{tujuh puluh) sampe! atau setara dengan 700 (tujuh ratus) orang pendukung diber
satus tidak memenuh syarat (TMS) Hal ini telah sesual dengan tujuan verfikasi
faktual yang digtur ¢ dalam pasal 33 ayat (3) Peraturan Komusi Pemilinan Umum
Momeor 14 Tahun 2014 sebagaimzna telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilinan Umum Nomor 21 Tahun 2018 yatu untuk membukiikan kebenaran
dukungan sampe! pendukung kepada persecrangan calon peserta pemilu anggota
DPD. Dengan demian verfikas: fakiual pada prinsipnya adalah pembuktian secara
faktual mengenal kebenaran pemyatasn dukungan pemidih yang telah diberikan
kepada bakal calon Dewan Perwakian Daersh (DPD)

Berdasarvan hasi! verfikasi fakiual stas hasd perbakan syaral dukungan yang
gspukan oleh pernchon tersebut, setslah dilzkukan penjumiahan atas dukungan
yarng memenuls syarst (MS) ditahap venfikas: faktual awal dan venfikas: kedua alau
hasd perbaicar hasirya adaiah sebagai berikut '

e
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Berdasarkan data hasi rekapitulas: akhir venfikast faktual dukungan pemiih atas

pemonon, maka jumiah pendukung yang memenuhi syaral adalall 1344 (seribu
tiga ratius empat puluh enam). Melinat hasd hasil ini. sesual dengan ketemuan pasal
66 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimand
talah diubah dengan Peraturan Komisi Pemifihan Umum Nomor 21 Tahun bahwa "
dalam hal penjumlahan verfikasi faktual dukungan yang dinyartakan memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup 1, tidak memenuhi syarat
minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dukungan
terhadap perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD dinyatakan tidak
memenuhi syarat.

Ketentuan di atas jika dihubungkan dengan jumlah dukungan akhir setelah verifikas
faktual kedus dilakukan jumlah dukungan yang memenuhi syarat hanya 1348,
dimana untuk untuk daerah pemilihan Sulawesi Tengah syarat dukungan yang
harus dipenuhi calon DPD adalah sebanyak 2.000 (dua ribu) pemilih. Dengan
demikian dukungan pemohon yang hanya MS sebanyak 1346 maka jumlah ni
belum mencapai persyaratan pokok yaitu 2000, sehingga hasil akhir dukungan
pemohon adalah tidak memenuhi syarat (TMS).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan
bukli berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diben
tanda P-1 s.d P-5 sebagai berikut:

e g B e AR i R e g e e e A B RO AN e

No | Kode Bukti ~ Keterangan
1 ‘ P _'Ewéé‘iké'é permohonan
2 P-2 : Berita Acara
Y _ P3| Kartu Tanda Penduduk. T e
) 43 U p4 ': Dokumen Bukti-Bukti dalam bentuk cob I
5 T PS5 ’ DVD bensi Video rekaman Dukungan y

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dali Termohon, Termchon talah
men‘ggjuknn bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan tolah
diloges serta diberi tanda T-18,d T-6 sebagal barikut.
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Keterangan
| Fomu'sz?“ T Model B AFKREKAP KPU PROV-DPD dari
* Lampiran mode! B A.FK,REKAP.KPU.PROV-DPDi

| (Membuktkan mengenai satus BMS syarat dukungan

¢

' pemohon saat verifikasi faktual pertama) 1‘

Formulir  Model B AFKREKAP-HP. KPU. PROV-DPD dan

Lampiran model B A FKREKAP KPU PROV- DPD

}:(Mererangkan tentang hasil perbaikan syarat dan haalﬁ
z
|

. verifikasi faktual kedua) ]

s'Formuhr model F 3-DPD (Membuktskan mengenaa pemyataan

| pendukung yang tidak memben dukungan kepada pemohon di d

| !
. kota palu j

T4 Keterangan Saksi yang Membuktikan mengenai tidak adan::‘.

kegiatan mengumputkan dukungan di suatu tempat dan vid

call dengan pendukung pemohon I

T-5 Formulir Model F.3-DPD (Membuktikan pemyataan t‘daiﬁ

mendukung di kabupaten Donggala) {

6

)
!
!
{
|
i
l
|

Lampiran Model BAREKAP KPU.PROV-DPD (Membuktikari
mengenai satus akhir dukungan pemohon yang Udakf
«

i
1}

memenuhi syarat.) ‘

T-8

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon mengajukan
saksi-saksi dengan pokok-pokok keterangan atau kesaksian di bawah sumpah/janii

sebagai berikut .
1. Agus Salim Wahid, SE

a.

Bahwa saksi adalah ketua KPU Kota Palu delam memberikan keterangan atau

kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut agama Islam,
Bahwa saksi telah menawarkan metode Verifikasi Faktual jumiah dukungan

hasil perbaikan melalui Video Call kepada Pemohon melalui LO;
Bahwa Pemohon Tidak memenuhi Syarat dukungan sebanyak 66 orang dimana

35 Orang menarik dukungan dan 31 orang tidak dapat ditemui;

Bahwa kapasitas saksi sebagai Ketua KPU Kota Palu yang menghubungi
adalah Tim verifikator,dimana saksi tinggal menerima saat pemberian berkas,
Bahwa saksi di setiap langkah dan lindakan yang diambil oleh saksi selalu

berkordinasi dengan Bawas!u Kota Palu,

7
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f  Bahwa saksi telah menawarkan pada pemohon  untuk mnngum;ﬁhlkan
pendukung pemahon, namun sampai detik akhir yang bersangkutan tidak dapat
melakukan hal tersebut;

Bahwa KPU Kota Palu telah bekerja sudah profesional dan maksimal sampal
ketentuan jem yang telah diatur, terkait kronologis akan dijelaskan cleh tim
tekhnis; ,

Bahwa KPU Kota Palu melibatkan Bawaslu Kota Palu ketika mengujung
sampel masing-masing anggota DPD;

I

Bahwa saksi selalu membuka ruang untuk komunikasi dengan LO Pemohon

2. Nurbiah, S.H., M.H.

a. Bahwa saksi adalah Komisioner KPU Kota Palu Divisi Hukum dalam
memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut
agama Islam;

b. Bahwa Verfikator saksi semuanya didokumentasi lewat foto, pernyataan dan
foto;

c. Bahwa dalam prosesnya karena intruksi tanggal 5 Agustus 2018 di malam Hari,
maka tanggal 6 Agustus 2018 Saksi menindaklanjuti kemudian membentuk tim
verifikatornya, yang kemudian saksi merencanakan proses verifikasi 2 hari
(tanggal 9-12 Agustus 2018) dimana calon bisa menghadirkan pendukung yang
dinyatakan tidak ditemukan alamatnya;

d. Bahwa verifikasi Faktual itu dilakukan oleh 7 Verifikator dan pada tanggal 8 dan
tgl 9 Agustus 2018 saksi verifikator berkumpul dan disimpulkan ada 31 orang
tidak dapat ditemukan tanggal 9 Agustus 2018 disampaikan kepada LO melalui
Via WA oleh Operator saksi,

e. Bahwa saksi telah mememukan 31 orang tidak dapat ditemui dan saksi telah
menyampaikan di tanggal 9 Agustus 2018 kepada LO Pemohon kemudian
coba dihubungi lagi pada tanggal 11 Agustus 2018, LO menelfon meminta Tim
verifikator saksi dan operator saksi memberikan informasi, setelah itu LO
Pemohon menelfon terkait menanyakan berapa jumlah pendukung yang
Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat tetapi Tim verifikator saksi tidak
menyampaikan karena saksi berpendapat itu bukan ranah saksi.

3. Nurul Huda, SE., MM.

a. Bahwa saksi adalah Tenaga Operator Data KPU Kota Palu, dalam memberikan

keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut agama
Islam; '

8.
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Bahwa Sakel Matakukan Review total tianggal 7 dan 8 Agustus 2018 kernudian '
tandgg sl o Agusius ,?018 pagl, untuk melakukan raview kembal sekaitan
mamasztikan Data Pendukung Pemohon,

Rahwa Tanggal 9 dan 10 Agustus 2018, saksi mengirim pesan via WA ke LO
Pamohan kemudian sakst minta untuk dihadirkan Pendukund,

Bahwa Sepengetahuan saksi dalam tahapan ini pada tanggal 5 Juli 2018 saks!
mendapatkan informasi  diterima  permchonan Pemohon saksi kemudian
B melakukan pemetaan wilayah kemudian saya dapat data sejumlah 84 orang,

4 o. Bahwa saksi pada tangal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 10 Pagi langsung
mengirim pesan via WA kepada LO pemohon untuk menghadirkan dukungan
yang tidak dapat ditemui namun sampai saat ditutupnya proses verifikasi
Faktual Pemohon tidak dapet menghadirkan pendukung yang menyatakan

dukungan kepada pemohon
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

i . Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas a quo,

Menimbang, bahwa Pemohen adalah Bakal Calon Anggota DPD RI Perwakilan
Sulawesi Tengah, yang telah mengajukan pendaftaran kepada Termohon yakni KPU

Provinsi Sulawesi Tengah,

Menimbang, bahwa objek dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ini
adalah, Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor = 522/PL.01.1-
BAJ72/VIII/2018 tentang Berita Acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual perseorangan
calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah, beserta lampiran Model
BA FK.REKAP HP KPU PROV-DPD Tanggal 17 Agustus 2018 atas nama calon Peserta
Pemilu anggota DPD Gland David Levie M.Th,

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan

Jawaban pada tanggal 27 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah
diuratkan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlabih dahulu
Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi

Tengah, Kedudukan Hukum Pemohon dan Termchon, dan Jangka Waktu Pengajuan
Permohonan, sebagai berikut ‘

Scanned by CamScanner |



¥

n Sawasiy
dl e PR , _ :
tane3 Sewasy Prowns Sulawest Tengah barwenang untuk memariksa dan

TRNGETL senghela @ quo sebagaimana disebutkan dafam Undang-Undang Nomor

7 Taren 207 Temtang Pemifihan Umum, sebagai berikut .
Pesal §7 hurufa :

Szwsesy --f'-:ws‘:rs:‘ Satuges. melakukan pencegshan dan penindaken di wilayah
prowns: larhadag

1 psianggarer Pemiy; den

2 sengieta prosas Pemily

Pasal 88 angka (3) -

Dalarm mefskukan penmindakan sengkets proses pemiu sebagaimana dimaksud
daiam Pasal 87 huruf o Bawasiu Provinsi berfugss: o

3 menarma permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah
provinst .
memveriikasi secara formal dan matenei permohonan sengkela proses Pemilu
& wiayah provinse

meisiuxan mediasi antar phak yang bersengketa di wilayah provinsi, '
melsikukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila
medias beium menyeissaikan sengketa proses Pemilu; dan

& memutus penyelesaian sengkets proses Pemilu di wilayah provinsi.

-

tr O

Sertz dsebutkan dalam Perzturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata
Carz Panyeiesaran Sengketz Proses Pemilu, sebagai benkut .

Pasal s

72} Sawasi; Proving berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemiu yang
diakibatkan cieh adanya keputusan KPU Provinsi.

{4} Dalsm meizksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
{21 dan ayat (3). Bawsasly, Bawasiu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
degmuman dengen cera

mansnms Fermohonan penyelesaian sengksta proses Pemiiu,

melsiukan venfikasi formal dan venifikasi matenil Permohonan penyelesaian

sengketa proses Pemiy,

maiskyian Mediasi antarpihak yang bersengketa: dan

melakukan proses Adjudikas! sengketa proses Pemilu; dan

memutus penysiesaan sengkela proses Pemilu.

r

RURET

Eahwa Bawssl: menyelesakan sengketa proses pemiu dengan cbjek surat
vepotusan cdar/atau berita acara, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan
Sawzsy Momor 18 Tehun 2017 Tentang Tata Cara Penyelfesaian Sengketa Proses
Permiu savagamana telah diuban terakhir kali dengan Peraturan Bawaslu Nemor
Z7 Tahun 2015 lentang Perubshan Kedua Atas Peraturan Bawasiu Nomor 18
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum,
Pasal 4

{1} Objeks sengieta meliputi keputussn KPU, kepufusan KPU Provins, atsu
seputusen KPU Kabupeten/Xols. ‘

w
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() Keputusan - Kp ‘ . '
( p t an K[ U, ’\ﬂput“san KPU Pmuingjs n{a“ 7"0[’(1(/!55«"!/! K"U

~ Kabupaten/Kota s ‘
: " sebagaimana dimaksuc .
kepulusan dan/atau benta gc -;r | ﬂﬂkwq pada ayat (1) datam bentuk sutaf

222;(:9[‘28;:2:8 z;orz::f'pj:::t:ia11??;“ harus many.l::msmk;’m Parmohonan
€ ua belas) han kerjs sejak diregistermyn
Permohonan Penyelosalan Sengketa Pemilu, sebagaimana dissbutkan dalaimn
Peraturan Bawasiu Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir kal
dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedun Alas
Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagai berikut -
Pasal 6

1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan
memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejok
tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon,

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteima sejak tanggal
Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, alau Bawaslu

_ Kabupaten/Kota.
. (3) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
standar perubahan hari ketja pada jam 00.00 waktu setempat.

Kedudukan Hukum Pemohon.

a. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Kota
Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang saat ini mengajukan diri sebagai Bakal Calon
Anggota DPD pada Pemilihan Umum tahun 2019, yang telah mendaftarkan syarat
dukungan ke Termohon pada tanggal 26 April 2018 Pada waktu Permohonan
diterima oleh Termohon, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak
Samsul Y Gafur, SH;

b. Bahwa pengajuan diri Pemohon dalam Proses Pemilihan Umum sebagai Bakal
Calon Anggota DPD RI Periode 2019-2024 adalah merupakan hak konstitusional
sotiap warga Negara yang dijamin oleh Peraturan Perundang-Undangan, guna
memenuhi kesetaraan dan perlakuan sama di depan hukum. Permchonan
Pemohon oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memenuhi Persyaratan
untuk diajukan dalam Sidang Adjudikasi, sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawasiu Nomaor 18 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pamilihan Umurm,

¢ Bahwa Pemohon termasuk Bakal Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimansg

diatur dalam Pasal 181, 182, dan 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
: 1
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2 g telah mendaftar din kepada KPU
mohon  selaky Bakal Calon Anggota

Pen

Eh.ye!esasan Sengketa Proses Pemily yakni Beri
sehingg
. 992 Pemohon dalam Sengketa a quo memili
emohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemily.

DPD RI' berdasarkan Objek
ta Acara Termohon in cast,
ki Kedudukan Hukum sebagai

Kedudukan Hukum Termohon

a Bah\a.ra Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini adalah KPU
PmﬂnSi Sulawesi Tengah sabagai Penyelenggara Pemilu yang telah menetapkan
Berta Acara Nomor 522/PL.01.1-BA/72/VIIN2018 tentang Berita Acars
rekapitulasi hasil verifikasi faktual perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD
Provinsi Sulawesi Tengah, beserta lampiran Model BA.FK. REKAP HP KPU PROV-

‘ . DPD Tanggal 17 Agustus 2018 atas nama calon Peserta Pemilu anggota DPD
Gland David Levie,M.Th:

b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2), dan 5 ayat (2) Peraturan
Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 dan
Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu, yang menyatakan bahwa:

Objek sengketa meliputi keputusan KPU Provinsi dalam bentuk surat keputusan
dan/atau berita acara.

Bawaslu Provinsi berwenang menyelesalkan sengketa proses Pemilu yang
diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi,

¢. Bahwa Termohon dalam Sengketa /n casu adalah KPU Provinsi Sulawesi Tengah
yang telah menetapkan Berita Acara a quo, sehingga Termohon dalam sengketa in
casu memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam Permohonan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon yang
merupakan Bakal Calon Anggota DPD.

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan
a. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan aleh
Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 18 Agustug
2018, berdasarkan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 17 Agustus 2018
. Séte!ah dilakukan verifikasi formil dan materil, selanjutnya dinyatakan lengkap dan

diregister pada tanggal 21 Agustus 2018,
’ 12
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b. Bahwa rentang wekiy di |
ety e e o
Provinsi  Sulawesi Tengah yang ti;jak " :*:9 .mm M”nmma" g
Btrsoiiar e e e kete';wm_d melebih mnggum{ wakiy M‘-!-’i{m}uu»ﬁ
s alam Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bawesiu
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tets Cara Penyelesainn Sengleta Proses
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Persturen Bawasiu Nomor 27
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawastu Nomor 18 Tehun 2018

dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyefessian
Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi mempertimbangkan pokok senghets
sebagai berikut :

a. Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan dari Pemohan [
tahap verifikasi faktual awal yang dilaksanakan pada tanggal 30 Me! sarmpal dengan
tanggal 19 Juni 2018 dimana hasil verifikasi faktual menunjukan jumiah dukungan
pemohon yang memenuhi syarat (MS) ditahap verifikasi awal adalah sebanyak 686
(enam ratus delapan puluh enam) orang pendukung. Berdasarkan ketentuan Passl

‘ ‘ 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komist Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kormist Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Paserta
pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam hal hasil penjumlahan sampel yang dinyatakan memenuhi  syaral
sebagaimana dimaksud pad ayat (2) huruf a angka 3 dari selurub kabupaten/kota
belum memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam passl 14,
dukungan terhadap perseorangan calon peserta pamilu anggota DPD dinyatakan
belum memenuhi syarat.

b. Bahwa karena ditahap verifikasi faktual awal jumlah dukungan minimal yang
memenuhi syarat dan pemohon adalah 666 (enam ratus delapan puluh enam)
orang pendukung dan konsekuensinya dukungannya dinyatakan belum memenuhi
syarat (BMS) maka sesual ketentuan pasal 39 ayal (7) Peraturan Komisi Pemiihan
Umum Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018, maka pemehon masih diber kesempatan
melakukan perbaikan syarat dukungan minimal,

o

Bahwa Di tahap perbaikan kedua jurniah dukungan yang diserahian pemohon
kepada KPU provinsi Sulawesi Tengah dan diunggah dalam Sistem Informas:
Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) adalsh 1443 {senbu empal ratus smpat

1 R

puluh tiga) orang pendukung dan memenuhi syaratl dalam penslitian - admristrash
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{yang terdiri dan penelti
P penelitian adminsitratie »
nilih Teta egandaan d
Pemilih Tetap (DPT) adalah 1363 i i e an penglitian Daftar

T ‘ rbaiken kedua tersebut
hanya mengajukan basis dukungan di 2 daerah y S An

aitu kabupaten Donggala dan Kota

Pals. Dar d ~ s
ata hasi! penelitian administrasi yang memenuhi syarat tersebut

kemudian dilat Lo
dilakukan proses verifikasi faktual. Berdasarkan data hasil perbaikan

z?:;ﬁ;gs:n ;:::nld;‘(e”.uniukan bahwa dari jumlah 1.363 dukungan yang

asi faktual, hanya sebanyak 651 (enam ratus lima puluh

saty) orang yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan 702 (tujuh ratus dua orang)
yang tidak memenuhi syarat (TMS);

- Bahwa berdasarkan data hasil verifikasi faktual di atas menunjukan bahwa di kota
Palu jumlah total sampel dukungan dari pemohon yang tidak memenuhi syarat
adalah 66 (enam puluh enam) sampel pendukung atau dikonversi berdasarkan hasil
proyeksi adalah jumlahnya sama dengan 66 x 10 = 660 orang pendukung. Dari 66
(enam puluh enam) sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut
disebabkan karena sebanyak 35 (tiga puluh lima orang) sampel menyatakan tidak
memberi dukungan kepada pemohon,

e. Bahwa sebanyak 31 (tiga puluh satu) sampel yang tidak dapat ditemui, terhadap
sampel yang tidak ditemui tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (9) dan

1.‘ Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014

dimana pemohon diminta untuk menghadirkan seluruh pendukung sebanyak 31
(tiga puluh satu) orang tersebut yang ditentukan atau jika tidak dapat menghadirkan
maka verifikasi faktual dapat dilakukan melalui sarana teknologi informasi;

f Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terhadap sampel yang tidak
ditemui tersebut, Termohon telah meminta kepada Pemohon menghadirkan ke-31
orang pendukung tersebut atau setidak tidaknya jika tidak dapat menghadirkan di
suatu tempat, Termohon menawarkan kepada pemohon agar bisa berkomunikasi
langsung kepada pendukung melalui koneksi video call, namun sampai akhir jadwal
verifikasi faktual tanggal 12 agustus 2018, pemohon tidak dapat menghadirkan
sampel pendukung atau memfasilitasi pelaksanaan video call tersebut;

g. Bahwa pemohon sempat datang di kantor KPU kota Palu membawa rekaman yang
diklaim sebagai suara pernyataan pendukung sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang,
namun termohon setelah meminta pertimbangan anggota Panwaslu Kota Palu tidak
dapat menerima kebenaran rekaman tersebut. Alasan Termchon menolak adalah
rekaman suara tersebut itu tidak bisa dipastikan dengan benar apakah hal itu murni
pernyataan pendukung atau bukan;

h Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rak‘_.?at Daerah, diberikan jalan terhadap pendukung tidak ditemui diverifikasi

14
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tidak memenuhi syarat,
Bahwa Pemohon menyadari dengan melakukan perekaman

tidak dibenarkan dalam aturan herdasarkan ketentuan Pasal 34 8
(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umurm Nomor 14 Tahun 2014, karena
k memungkinkan waktu maka LO Pemohon

dukungan pendukung kep

video adalah hal yang
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Menimbang, pahwa atas pertimbangan a quo, Majelis memandang, bahwa ketentuan di
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- Menimibang, bahwa atas danar seluruh pe

rimbangun hukua teresbut di atas, Bawsshy
- -6 ofs o = . .
Provinsi Sulawesi Tengah mengambil kasimpulan sebagai berkut

a. Bahwa Bawaslu Provinsi Salawesi T engah barwenang menarma, memaeriksn dan

memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu a quo,

b Bahwa Pemohon memiliki  kedudukan hukum mengajukan  Petmohonan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu a quo,

c. Bahwa Permohonan a quo masih diajukan dalam jangkn waklu pongajuan
permohonan; dan

d. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu a quo tidak beralagan

hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka
Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berpendapat cukup beralasan hukum, untuk Tidak

mengabulkan permohonan Pemohon.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilthan Umum
dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan
Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Umum.

MEMUTUSKAN :

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah oleh 1)
Ruslan Husen, S.H., MH. sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 2)
Zatriawati, S.E., M.P.W.P, 3) Sutarmin D Hi. Ahmad, S Hut | M.Sc, 4) Jamrin, S.H. M.H,
dan 5) Darmiati, S H, masing-masing sebagal Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi
Tengah dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari
Rabu Tanggal Lima September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, oleh 1) Ruslan Husen
S H., M.H. selaku Ketua merangkap Anggota, 2) Zatriawati, S.E., M.P.W.P, 3) Sutarmin
D. Hi. Ahmad, S Hut., M.Sc. 4) Jamrin, S.H.M H Dan 5) Darmiati, S.H, masing-masing
sebagai Anggota dan dibantu oleh Ridwan Kasim, S H., MAP. sebagai Sekretarns

Majelis, yang disaksikan oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, dan Termohon danfatau
Kuasanya.
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Badan Pe_ngawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah

KETUA

—
RUSLAN HUSEN, S.H., M.H.

ANGGOTA

SUTARMIN D. Hi. AHMAD, S.Hut., M.Sc.

ANGGOTA ANGGOTA

S JAMRIN,SH. M. DARMIATI, S.H

\)

SEKRETARIS

RIDWAN KASIM, S.H., M.AP.

Tembusan Yth
1. Pemochon;

2. Termohon:

3. Arsip

Scanned by CamScanner



